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ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai adalah pajak penghasilan yang
dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak
tetap yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa
yang dilakukan sesuai dengan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 yang diterima bukan pegawai pada PT GYS sehubungan dengan
diberlakukannya mekanisme perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168 Tahun 2023 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
252/PMK.03/2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Terutang bagi designer dan penjahit.

Kata Kunci : analisis, Pajak Penghasilan Pasal 21, bukan pegawai, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023
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ABSTRACT

Income Tax Article 21 Non-Employee is an income tax imposed on individual
taxpayers other than permanent employees and non-permanent employees who earn
income in return for free work or services performed in accordance with the order or
request of the income provider. This final project aims to determine the results of the
calculation of Income Tax Article 21 received by non-employees at PT GYS in
connection with the enactment of the calculation mechanism of the Minister of
Finance Regulation Number 168 of 2023 which replaces the Minister of Finance
Regulation Number 252/PMK.03/2008. The Calculation results show that there are
differences in Income Tax Article 21 Payable for designer and tailor.

Keywords : analysis, Income Tax Article 21, non-employee, Minister of Finance
Regulation Number 168 of 2023
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam
pengelolaan keuangan publik yang berperan penting dalam mendukung serta
membiayai berbagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah
satu pendapatan negara yang utama bersumber dari pajak. Pajak merupakan
iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sesuai dengan undang-undang
yang berlaku, serta pelaksanannya wajib dan dapat dipaksakan tanpa adanya
balas jasa khusus. Pemungutan pajak akan digunakan untuk keperluan
penyelenggaraan negara dalam memenuhi kepentingan negara dan juga
masyarakat umum (Mardiasmo, 2016).

Seiring  bertumbuhnya perekonomian di Indonesia, menandakan
meningkat pula jumlah pengusaha di sektor ekonomi. Setiap pengusaha
memberikan usaha terbaik demi mengembangkan usahanya. Salah satunya
dengan menjaga Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawainya dengan
memberikan penghasilan yang sesuai dengan kontrak perjanjian ataupun usaha
tiap pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dimana penghasilan tersebut
nantinya juga akan menyumbang pada perekonomian negara berupa pajak
penghasilan yang dipotong sesuai undang-undang yang berlaku.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas suatu
penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Sebagaimana yang sudah diatur dalam
Undang — Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh)
seperti, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan masih
banyak jenis Pajak Penghasilan (PPh) lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Subjek

dari pemotongan PPh 21 meliputi pegawai (baik pegawai tetap ataupun tidak



tetap), bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan
komisaris, mantan pekerja, dan juga peserta kegiatan. Akan tetapi pajak
penghasilan yang dibebankan terhadap orang pribadi tersebut tidak dibayarkan
langsung oleh yang bersangkutan, melainkan akan dipotong oleh orang pribadi
atau badan pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan, instansi pemerintah,
pihak yang membayar uang pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga
kerja dan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian pihak pemotong
akan menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong kepada negara. Sebagai pihak
yang dipotong pajak, Wajib Pajak OP tersebut akan memperoleh bukti
pemotongan PPh Pasal 21 yang nantinya akan digunakan sebagai pengurang
pajak terutang pada pelaporan SPT Tahunan.

Dalam pengenaan PPh Pasal 21 juga terdapat subjek bukan pegawai.
Dimana maksud dari bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap
dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilannya dengan nama dan
dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang
dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan yang diberikan pemberi
penghasilan. Subjek dari pengenaan PPh Pasal 21 bukan pegawai meliputi
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pelaku seni dan hiburan,
olahragawan, pengajar, agen iklan, pengelola proyek, dan tenaga kerja lainnya
berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Berdasarkan penelitian Burhan dkk. (2019), yang menganalisis
pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan
pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo, menunjukkan bahwa PT
Pelindo belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku karena menggunakan tarif tunggal atas SK
Direksi, sementara penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor
252/PMK.03/2008.

PT. GYS merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan
di bidang pakaian. Dalam kegiatan operasionalnya, selain pegawai tetap PT.
GYS juga menggunakan beberapa jasa dari bukan pegawai. Perusahaan ini
berdiri sejak Mei 2022. Berbeda dengan PT Pelindo, dalam pemotongan PPh

Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai, PT. GYS menggunakan mekanisme



berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dengan
tarif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang — Undang Pajak Penghasilan.
Perhitungannya pun dibagi menjadi tiga. Perhitungan bagi bukan pegawai
dengan penghasilan berkesinambungan memperoleh PTKP dan tanpa PTKP,
serta perhitungan bagi bukan pegawai dengan penghasilan tidak
berkesinambungan. Sehingga PT. GYS sudah melakukan pemotongan yang

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Tahun 2023.

Tabel 1.1 Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

Tarif - Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

Berkesinambungan
memperoleh PTKP
(dihitung secara
kumulatif)

(50% x Penghasilan Bruto) - (PTKP Sebulan) x Tarif
Pasal 17

Berkesinambungan
tanpa PTKP (dihitung

secara kumulatif)

(50% x Penghasilan Bruto) x Tarif Pasal 17

Tidak

Berkesinambungan

(50% x Penghasilan Bruto) x Tarif Pasal 17

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008

Namun, sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168 Tahun 2023 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,
menyebutkan bahwa per 1 Januari 2024 akan diberlakukan mekanisme baru
terkait perhitungan PPh Pasal 21 bagi setiap tenaga kerja di perusahaan. Tak
terkecuali dengan subjek bukan pegawai PT. GYS yang telah berdiri sebelum
berlakunya peraturan baru tersebut. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima
bukan pegawai hanya akan ada satu metode perhitungan, hal ini tentu saja

menyederhanakan mekanisme perhitungan yang digunakan perusahaan dalam



1.2.

1.3.

1.4.

perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai pada PT. GYS
berdasarkan peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor
252/PMK.03/2008 dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168 Tahun 2023 dalam tugas akhir yang berjudul “Analisis
Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai pada PT GYS".

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan
masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan menggunakan mekanisme
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008?

2. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan menggunakan mekanisme
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023?

3. Bagaimanakah perbandingan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168 Tahun 2023?

Batasan Masalah

Dikarenakan berdiri pada pertengahan tahun 2022, maka data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
pada PT. GYS yang merujuk pada penghasilan yang diberikan kepada bukan
pegawai tahun 2023.

Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan menggunakan mekanisme
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.



1.5.

2. Untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan menggunakan mekanisme
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

3. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168 Tahun 2023.

Manfaat

Berdasarkan tujuan dan dari berbagai kegiatan yang dilakukan selama

penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi lembaga dan pihak yang terkait.

1.

Bagi Mahasiswa

Penelitian dan penyusunan tugas akhir ini memberikan kesempatan kepada
penulis dalam membandingkan pengetahuan yang diperoleh di perguruan
tinggi dengan penerapannya di perusahaan. Selain itu, dengan adanya
penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi penyempurna

kurikulum akhir penulis selaku mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.

. Bagi Politeknik Negeri Bali

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu Politeknik Negeri
Bali dalam menambah informasi terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal
21 atas penghasilan bukan pegawai. Serta diharapkan dapat mempererat

hubungan antara perusahaan dengan Politeknik Negeri Bali.

. Bagi Perusahaan PT. GYS

Hasil dari penelitian dan penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat
menjadi tambahan pengetahuan bagi perusahaan terkait peraturan perpajakan

baik sebelum dan sesudah amandemen



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan
sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008,
perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dibagi menjadi tiga kelompok yaitu,
perhitungan penghasilan berkesinambungan dengan PTKP, perhitungan
penghasilan berkesinambungan tanpa PTKP dan perhitungan penghasilan
tidak berkesinambungan. Bagi penerima penghasilan berkesinambungan
perlu menghitung DPP kumulatif guna menentukan lapisan tarif progresif.
Sedangkan bagi penerima penghasilan tidak berkesinambungan bisa langsung
mengalikan DPP masa berjalan dengan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf
a Undang — Undang Pajak Penghasilan.

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, hanya
ada satu mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai yaitu,
mengalikan DPP masa berjalan dengan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf
a Undang — Undang Pajak Penghasilan. Lapisan progresif ditentukan
berdasarkan DPP masa berjalan tanpa pengaruh dari DPP masa sebelumnya.

3. Perbandingan dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai mekanisme
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Bagi bukan pegawai yang
menerima penghasilan tidak berkesinambungan tidak mengalami perubahan
mekanisme apapun. Bagi bukan pegawai penghasilan berkesinambungan
yang dapat dikurangkan PTKP, hasil perhitungan dengan mekanisme baru
otomatis akan lebih tinggi, karena brutonya tidak dapat lagi dikurangkan
dengan PTKP. Sedangkan bagi bukan pegawai penghasilan
berkesinambungan tanpa PTKP, perhitungan dengan mekanisme baru justru
membuat PPh Terutangnya lebih rendah dikarenakan tidak perlu mencari

DPP Kumulatifnya. Namun dari kedua perhitungan tersebut tetap menjadi
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lebih sederhana dengan berlakunya mekanisme Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168 Tahun 2023.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menghitung PPh Pasal 21 bagi
bukan pegawai PT GYS menggunakan dua mekanisme, terdapat perbedaan
perhitungan antara menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 252/PMK.03/2008 dan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168 Tahun 2023. Dengan itu, dapat disarankan kepada PT GYS untuk
meningkatkan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar selalu update
dengan pemberitahuan terbaru yang terkait dengan pajak. Dari pemberitahuan
tersebut berikanlah pelatinan perpajakan rutin kepada pegawai yang
bertanggung jawab atas perhitungan pajak di Perusahaan demi menghindari
penyimpangan prosedur perpajakan yang berlaku. Selain itu PT GYS juga perlu
memberikan pemahaman terkait pemotongan pajak PPh Pasal 21 Bukan
Pegawai ini kepada Pihak yang dipotong, agar yang bersangkutan memahami

apa hak dan kewajiban mereka secara mendalam.
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